MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 14/M-IND/PER/4/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk kelancaran
pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar
Nasional Indonesia Kabel yang diberlakukan secara
wajib, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabel secara
Wajib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/4/2017

+  tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional

Indonesia Kabel secara Wajib;




Mengingat
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6016);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6225);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 142);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 308);

jdih.kemenperin.go.id


http://jdihn.go.id/search/all-categories/detail/833317
http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2390
http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2579
http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2288
http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2580
http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2046
http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/567
http://jdih.kemenperin.go.id/

Menetapkan

-3-

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/
PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Kabel secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1503);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/
PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Kabel secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 648);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 14/M-IND/PER/4/2017 TENTANG LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL
SECARA WAJIB.

Pasal I
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian
Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia Kabel secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 648) diubah sebagai
berikut:

Pasal 2
(1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi
terhadap Kabel sesuai dengan ketentuan SNI Kabel.
(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(3) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan
kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kabel
sesuai dengan ketentuan SNI Kabel.

(4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 716

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Keméntehian Perindustrian

la Biro Hukum,

Eko S.A. ,Qﬂlyanto
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
14/M-IND/PER/4 /2017 TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL

INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO| NAMA LEMBAGA JENIS PRODUK NOMOR SNI
1 | LSPro Nomor 1 s.d. Tetap Tetap
Nomor 8
9 | LSPro PT Multicert Kabel Berinsulasi PVC 04-6629.3-2006
Global Indonesia dengan Tegangan Pengenal
sampai dengan 450/750 V -

J1. KH. Mas Mansyur
No. 96 - 98, Kebon

Melati, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10230

Telp. (021) 390 7774
Fax. (021) 390 7774

Bagian 3: Kabel Nirselubung
Untuk Perkawatan Magun

Kabel Berinsulasi PVC
dengan Tegangan Pengenal
sampai dengan 450/750 V -
Bagian 4: Kabel
Berselubung Untuk
Perkawatan Magun

04-6629.4-2006

Kabel Berinsulasi PVC
dengan Tegangan Pengenal
sampai dengan 450/750 V -
Bagian 5: Kabel Fleksibel
(Kabel Senur)

04-6629.5-2006
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LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI
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DALAM

RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA

JENIS PRODUK

NOMOR SNI

1 | Laboratorium Penguji
Nomor 1 s.d. Nomor 4

Tetap

Tetap

S | Laboratorium Penguji
PT UL International
Indonesia

Atira Business Park,
Blok E/03

J1. Yos Sudarso Kav.
85 Sunter Jakarta
Utara 14350

Telp. (021) 26690908,
26690909

Fax. (021) 266909010

Kabel Berinsulasi PVC
dengan Tegangan
Pengenal sampai
dengan 450/750 V -
Bagian 3: Kabel
Nirselubung Untuk
Perkawatan Magun

04-6629.3-2006

Kabel Berinsulasi PVC
dengan Tegangan
Pengenal sampai
dengan 450/750 V -
Bagian 4: Kabel
Berselubung Untuk
Perkawatan Magun

04-6629.4-2006

Kabel Berinsulasi PVC
dengan Tegangan
Pengenal sampai
dengan 450/750 V -
Bagian 5: Kabel
Fleksibel (Kabel Senur)

04-6629.5-2006

Kabel Daya dengan
Insulasi Ekstrusi dan
Lengkapannya Untuk
Tegangan Pengenal dari
1 kV (Um= 1,2 kV)
Sampai Dengan 30 kV
(Um= 36 kV) - Bagian 1:
Kabel untuk Voltase
Pengenal 1 kV (Um=1,2
kV) sampai dengan 3 kV
(Um= 3,6 kV)

IEC 60502-1:2009
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Kabel Daya dengan
Insulasi Ekstrusi dan
Lengkapannya Untuk
Tegangan Pengenal dari
1 kV (Um= 1,2 kV)
sampai dengan 30 kV
(Um= 36 kV) - Bagian 2:
Kabel Untuk Voltase
Pengenal 6 kV (Um= 7,2
kV) sampai dengan 30
kV (Um= 36 kV)

IEC 60502-2:2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kemrénterian Perindustrian

1t. Kep}ala Biro Hukum,

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

el

AIRLANGGA HARTARTO
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